PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6/PERMEN-KP/2015
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Mengingat

a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pencapaian

1.

sasaran lingkup sebagian urusan pemerintahan
bidang kelautan dan perikanan yang akan
dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil
pemerintah dan ditugaskan kepada pemerintah
provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, perlu
melaksanakan program dan kegiatan dekonsentrasi
dan tugas pembantuan bidang kelautan dan
perikanan;

. bahwa dalam rangka pelaksanakan program dan

kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
bidang kelautan dan perikanan dan sesuai dengan
ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan, perlu disusun pedoman
pelaksanaan program dan kegiatan dekonsentrasi
dan tugas pembantuan bidang kelautan dan
perikanan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan tentang Pedoman Pelaksanaan Program
dan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan Bidang Kelautan dan Perikanan;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

3. Undang ...



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4433),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5490);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5589);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 294 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

10. Peraturan ...



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004
tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010
tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5178);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008
tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4816)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian
Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 189);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014
tentang Pembentukan Kementerian dan
Pembentukan Kabinet Kerja 2014-2019;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

156/PMK.07 /2008 tentang Pedoman Pengelolaan
Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan,;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

20. Peraturan ...



20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN
KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS
PEMBANTUAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Dekonsentrasi bidang kelautan dan perikanan adalah pelimpahan
sebagian urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan
kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Dana dekonsentrasi bidang kelautan dan perikanan adalah dana
yang berasal dari anggaran belanja Kementerian Kelautan dan
Perikanan yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat yang mencakup semua penerimaan dan
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi di bidang
kelautan dan perikanan.

Tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan adalah
penugasan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada
pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota untuk
melaksanakan tugas tertentu di bidang kelautan dan perikanan
dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaannya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Dana tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan adalah
dana yang berasal dari anggaran belanja Kementerian Kelautan dan
Perikanan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan/atau
kabupaten/kota yang mencakup semua penerimaan dan
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan di
bidang kelautan dan perikanan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas
pembantuan di bidang kelautan dan perikanan di daerah provinsi
dan/atau kabupaten/kota.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran,
atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi
pemerintah.

7. Kegiatan ...



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

(1)

(2)

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,
atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya
tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam
bentuk barang/jasa.

Kuasa Pengguna Anggaran dekonsentrasi/tugas pembantuan, yang
selanjutnya disebut KPA dekonsentrasi/tugas pembantuan adalah
kepala dinas yang membidangi kelautan dan perikanan di
provinsi/kabupaten/kota selaku pejabat yang menyelenggarakan
kegiatan dekonsentrasi/tugas pembantuan sesuai dengan rencana
kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan
bertanggungjawab atas pengelolaannya.

Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dinas provinsi adalah dinas provinsi yang membidangi urusan
kelautan dan perikanan.

Dinas kabupaten/kota adalah dinas kabupaten/kota yang
membidangi urusan kelautan dan perikanan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal lingkup Kementerian
Kelautan dan Perikanan.

Kepala Badan adalah Kepala Badan lingkup Kementerian Kelautan
dan Perikanan yang membidangi urusan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan yang membidangi
urusan Karantina lkan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan.

Gubernur adalah wakil pemerintah dalam hal dekonsentrasi dan
kepala pemerintah daerah provinsi dalam hal tugas pembantuan.

Bupati/wali kota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai acuan untuk
pelaksanaan program dan kegiatan dekonsentrasi dan tugas
pembantuan bidang kelautan dan perikanan bagi Kementerian,
provinsi, dan kabupaten/kota, serta instansi terkait baik pusat
maupun daerah.

Pedoman pelaksanaan ini bertujuan untuk:

a. memberikan pedoman untuk tertib administrasi pelaksanaan
program dan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
bidang kelautan dan perikanan;

b. mengakselerasi pencapaian sasaran kinerja utama
pembangunan kelautan dan perikanan yang akuntabel; dan

c. memberikan ...



c. memberikan pedoman dalam pelimpahan dan/atau penugasan
sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan
kepada Gubernur dan/atau provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Pasal 3

Pelaksanaan program dan kegiatan dekonsentrasi dan tugas
pembantuan bidang kelautan dan perikanan meliputi:

R

(1)

(2)

(3)

arah kebijakan;

program dan kegiatan,;
perencanaan,;
pelaksanaan;
pembinaan;

monitoring dan evaluasi;

pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)/aset hasil kegiatan
dekonsentrasi dan tugas pembantuan; dan

pelaporan.

Pasal 4

Arah kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan dekonsentrasi
dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wuntuk
mengakselerasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan
nasional, visi, dan misi pembangunan kelautan dan perikanan
sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian berupa kegiatan yang
bersifat non-fisik dan kegiatan yang bersifat fisik.

Pelaksanaan program dan kegiatan dekonsentrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mendanai kegiatan yang
bersifat non-fisik yang merupakan urusan Kementerian yang
dilimpahkan kepada Gubernur, yang meliputi kegiatan sinkronisasi
dan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan,
supervisi, penelitian dan survei, perkarantinaan ikan, pembinaan
dan pengawasan, serta pengendalian dan pelaporan.

Pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan bidang
kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diarahkan untuk mendanai kegiatan yang bersifat fisik, yang
merupakan urusan Kementerian yang ditugaskan kepada provinsi
dan/atau kabupaten/kota, untuk pembangunan dan/atau
pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan,
meliputi:

a. perikanan tangkap;

b. perikanan budidaya;

c. pemasaran dan pengolahan hasil perikanan;

d. pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan

e. kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5 ...



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

Pasal 5

Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
b merupakan program dan kegiatan yang dapat didekonsentrasikan
dan/atau ditugaskan dan tertuang dalam Rencana Strategis
Kementerian, Rencana Kerja Kementerian, dan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian dengan indikator kinerja output dan outcome
yang terukur.

Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bersumber dari anggaran belanja Kementerian.

Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang menerima
pelimpahan dan/atau penugasan dari Kementerian tidak diwajibkan
menyediakan dana pendamping yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 6

Perencanaan program dan kegiatan pembangunan bidang kelautan
dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang
dilimpahkan dan/atau ditugaskan dilakukan melalui tahapan
sinkronisasi Kementerian dengan:

a. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan
Kementerian Keuangan;

b. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota; dan
c. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Berdasarkan perencanaan program dan kegiatan pembangunan
bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dalam pelaksanaannya pemerintah daerah provinsi dan
kabupaten/kota berpedoman pada petunjuk teknis penggunaan
dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan
perikanan yang ditetapkan oleh pejabat eselon I di lingkungan
Kementerian yang mempunyai program dan kegiatan dekonsentrasi
dan tugas pembantuan.

Pasal 7

Pelaksanaan program dan kegiatan bidang kelautan dan perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d yang pendanaannya
bersumber dari dana dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan
bidang kelautan dan perikanan harus diselesaikan pada akhir
tahun anggaran.

Hasil program dan kegiatan bidang kelautan dan perikanan yang
pendanaannya bersumber dari dana dekonsentrasi dan/atau tugas
pembantuan bidang kelautan dan perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dapat dimanfaatkan sesuai dengan
indikator kinerja kegiatan dekonsentrasi dan/atau tugas
pembantuan bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 8

Pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan dekonsentrasi dan
tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan oleh Menteri.

(2) Pembinaan ...



(2)

(3)

(1)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara
administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dan pembinaan
teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal dan Kepala Badan.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, pemberian pedoman,
fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan.

Pasal 9

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan
perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilakukan
oleh Tim Monitoring dan Evaluasi pada setiap unit kerja eselon I di
lingkungan Kementerian.

(2) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(1)

(2)

(1)

(2)

mempunyai tugas:

a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait, pemerintah
provinsi dan kabupaten/kota dalam penggunaan dana
dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan
perikanan; dan

b. menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada
Menteri dengan disertai saran tindak lanjut.

Pasal 10

Pengelolaan BMN/aset hasil kegiatan dekonsentrasi dan tugas
pembantuan bidang kelautan dan perikanan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 huruf g meliputi serah-terima barang/aset
dari Menteri kepada masyarakat/pemerintah daerah.

Pelaksanaan serah-terima BMN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pelaporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan dekonsentrasi
dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h terdiri atas:

a. Laporan manajerial yang meliputi perkembangan realisasi
penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang
dihadapi, dan saran tindak lanjut; dan

b. Laporan akuntabilitas yang meliputi laporan keuangan yang
mencakup neraca, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas
laporan keuangan, serta laporan BMN sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

SKPD provinsi dan kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan
hasil pelaksanaan kegiatan penggunaan dana dekonsentrasi
dan/atau tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan kepada
Gubernur, Bupati/Wali kota, dan Sekretaris Jenderal/Direktur
Jenderal/Kepala Badan.

(3) Laporan ...



(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kemajuan
kegiatan, permasalahan, dan tindak lanjut penyelesaian
pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi dan/atau tugas
pembantuan bidang kelautan dan perikanan serta disusun dengan
menggunakan format sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Gubernur dan/atau Bupati/Wali kota wajib menyampaikan laporan
hasil pelaksanaan kegiatan penggunaan dana dekonsentrasi
dan/atau tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan setiap
triwulan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal atau Direktur
Jenderal/Kepala Badan di lingkungan Kementerian dengan
menggunakan format sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, dengan tembusan Menteri Keuangan, Menteri Dalam
Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas.

(5) Bupati/Wali kota wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan
kegiatan penggunaan dana dekonsentrasi dan/atau tugas
pembantuan bidang kelautan dan perikanan kepada Gubernur,
dengan tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah bulan dan
triwulan yang bersangkutan berakhir.

Pasal 12

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pada
akhir tahun anggaran Menteri menyampaikan laporan pelaksanaan
kegiatan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan
dan perikanan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan, dengan
tembusan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas, dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 13

Petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan dekonsentrasi dan
tugas pembantuan ditetapkan oleh pejabat eselon I di lingkungan
Kementerian yang mempunyai program dan kegiatan dekonsentrasi dan
tugas pembantuan.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor PER.31/MEN/2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negera Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 147), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 15 ...



10

Pasal 15
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Maret 2015

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 507




